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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan anggota dalam pembiayaan Qardh
Bisyarti Rahni di KSPPS BMT Lima Satu Cabang Kedung dengan menggunakan penilaian
6C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy dan Compliance).
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data
melalui wawancara yang mendalam, dokumentasi, dan observasi langsung. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kelayakan anggota dalam pembiayaan ini dipengaruhi oleh beberapa
faktor, antara lain kemampuan finansial, riwayat pembiayaan sebelumnya, serta komitmen
anggota terhadap prinsip syariah yang menghindari riba, gharar dan maysir. BMT Lima Satu
tidak hanya menyediakan dana secara efektif untuk mendukung pemanfaatan pembiayaan
oleh anggota. Selain itu, lembaga ini menerapkan prosedur ketat untuk memastikan
kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi pengembangan produk pembiayaan syariah yang lebih efektif dan efisien di masa
depan, serta meningkatkan kesejahteraan anggota melalui akses pembiayaan yang
bertanggung jawab.

Kata kunci: Kelayakan Anggota, Qard Bisyarti Rahn, BMT

Abstract

This study aims to analyze the eligibility of members in Qardh Bisyarti Rahni financing at
KSPPS BMT Lima Satu Kedung Branch using the 6C assessment (Character, Capacity,
Capital, Collateral, Condition of economy and Compliance). The research method used is
descriptive qualitative, with data collection through in-depth interviews, documentation, and
direct observation. The results of the study indicate that the eligibility of members in this
financing is influenced by several factors, including financial capacity, previous financing
history, and members' commitment to sharia principles that avoid usury, gharar and maysir.
BMT Lima Satu not only provides funds effectively to support the utilization of financing by
members. In addition, this institution implements strict procedures to ensure compliance with
sharia principles. This research is expected to contribute to the development of more
effective and efficient sharia financing products in the future, as well as improving the
welfare of members through responsible financing access.

Keywords: Member Eligibility, Qard Bisyarti Rahn, BMT

Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin berkembang, penerapan pembiayaan syariah telah
menjadi alternatif yang populer bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan keuangan
mereka. Salah satu produk pembiayaan syariah yang paling diminati adalah Qardh Bisyarti
Rahni, yang memungkinkan anggota untuk mendapatkan pembiayaan dengan
menggunakan sistem jaminan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah
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tidak hanya memberikan akses keuangan yang lebih luas, tetapi juga mendorong
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral.

Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT)
juga mengalami perkembangan yang dinamis. BMT beroperasi berdasarkan prinsip bagi
hasil dan berpartisipasi dalam menumbuhkan usaha mikro, sehingga masyarakat cenderung
memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Mal wa Tamwil
dalam melakukan transaksi keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka (Toha Mashuri,
2024). Lebih lanjutnya, BMT juga menjadi solusi dalam masalah ekonomi dengan
menghindari praktik yang dilarang dalam agama islam, seperti bunga (riba), perjudian
(maysir), ketidakpastian (gharar), bathil dan risywah. Baitul Tamwil berfungsi untuk
memajukan usaha yang produktif dan meningkatkan kualitas perekonomian, sementara
Baitul Maal bertugas menerima serta mengelola dana zakat, infak, serta shadagah sesuai
dengan peraturan dan amanahnya.

Dalam konteks pembiayaan di BMT, proses penilaian permohonan pembiayaan oleh
staf marketing (AO) harus mempertimbangkan beberapa prinsip dan menganalisis kondisi
calon anggota secara detail. Prinsip dasar yang digunakan sebelum menyetujui pembiayaan
disebut dengan prinsip 5C. Prinsip ini meliputi karakter (character), kemampuan (capacity),
modal (capital), agunan (collateral), dan kondisi ekonomi (condition of economy). Character
mengacu pada reputasi dan integritas peminjam yang mencerminkan tingkat kepercayaan
terhadapnya. Capacity menilai kapasitas peminjam untuk membayar kembali pinjaman
berdasarkan pendapatan dan arus kas yang dimiliki. Collateral adalah jaminan yang
diberikan sebagai bentuk pengamanan pembiayaan jika terjadi gagal bayar. Capital
menggambarkan kekuatan finansial peminjam, termasuk modal yang dimiliki untuk
mendukung usaha atau proyeknya. Condition mengacu pada kondisi ekonomi dan
lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam dalam memenuhi
kewajibannya. Lima aspek ini menjadi landasan utama dalam menilai kelayakan dan risiko
pembiayaan kepada individu atau perusahaan. penggunaan prinsip ini serta analisis yang
mendalam terhadap calon anggota sangat penting agar lembaga dapat menyalurkan dana
secara tepat, sehingga dana yang diberikan dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka
waktu yang disepakati dan mengurangi risiko pembiayaan yang bermasalah (K, 2018).

Pembiayaan Qardh Bisyarti Rahni merupakan salah satu produk pembiayaan yang
berkembang dalam sistem keuangan syariah. Konsep Qardh Bisyarti Rahni mengacu pada
pinjaman yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan atau bunga, dengan tujuan untuk
membantu individu atau usaha yang membutuhkan dana, aset atau jaminan. Pembiayaan ini
bukan hanya sekadar jumlah antara pemberi dan penerima pinjaman, tetapi juga menjadi
alternatif menarik karena tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga sejalan
dengan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Proses evaluasi yang tepat sangat penting
untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkan dapat dikembalikan sesuai dengan
kesepakatan. Kelayakan anggota dalam pembiayaan merupakan proses penting dalam
sistem keuangan syariah. Tujuan dari kelayakan ini adalah untuk menilai kemampuan calon
anggota dalam memenuhi kewajiban finansialnya untuk melunasi seluruh pembiayaan yang
telah diperoleh. Analisis kelayakan anggota dilakukan dengan menggunakan prinsip 6C
sebagai pengembangan dari prinsip 5C dengan menambahkan satu elemen, yaitu
Compliance (Kepatuhan). Compliance berarti kepatuhan peminjam terhadap aturan, hukum,
dan kebijakan yang berlaku, baik di dalam perusahaan maupun dari pihak luar. Dengan
adanya Compliance, penilaian pembiayaan tidak hanya fokus pada kemampuan finansial
dan karakter peminjam, tetapi juga memastikan bahwa peminjam menjalankan usahanya
sesuai dengan aturan yang benar dan etis. Hal ini membantu pihak pemberi pinjaman untuk
lebih yakin dalam menilai risiko, karena tidak hanya melihat aspek keuangan dan jaminan,
tetapi juga memastikan bahwa peminjam mematuhi semua peraturan yang ada. Dengan
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begitu, keputusan pemberian pembiayaan bisa dilakukan dengan lebih hati-hati dan
bertanggung jawab (Herlina Rahma Yanti et al., 2024).

Tabel 1 Jumlah Anggota Pembiayaan di KSPPS BMT Lima Satu Cabang Kedung Tahun
2020-2024

Tahun Jumlah Anggota
2020 321
2021 306
2022 366
2023 360
2024 412

Kemampuan untuk membedakan antara anggota yang layak dan tidak sangat
penting, karena menolak permohonan anggota yang layak bisa membuat hilangnya
kesempatan mendapatkan keuntungan, sementara menyetujui pengajuan yang tidak layak
bisa menyebabkan kehilangan uang pokok dan bagi hasil. Proses pengajuan dan pencairan
yang tidak efisien bisa menghambat akses masyarakat terhadap pembiayaan ini. Umumnya,
proses pengajuan melibatkan beberapa langkah, seperti mengisi formulir aplikasi,
menyediakan dokumen pendukung serta evaluasi kelayakan oleh lembaga keuangan.
Setelah pengajuan disetujui, pencairan dana harus dilakukan secara jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan (llamsyah et al., 2023). Mekanisme pengajuan dan pencairan yang
baik tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan anggota, tetapi juga membantu lembaga
keuangan mengelola risiko serta memastikan dana digunakan sesuai tujuan yang telah
disepakati.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pertiwi & Hanifuddin, 2021) menjelaskan bahwa
Qardh adalah akad pinjam meminjamkan harta dari seseorang yang membutuhkan dengan
kewajiban mengembalikan uang pokok secara utuh tanpa tambahan keuntungan, serta
diselesaikan dalam waktu yang telah disepakati bersama. Sementara itu, rahn adalah
perjanjian hutang piutang di mana penghutang menjaminkan barang sebagai jaminan untuk
membangun kepercayaan dan tanggung jawab kepada pihak yang memberi pinjaman.
Kemudian menurut penelitian (Farisya Irmayu et al., 2024) juga menjelaskan Qardh adalah
akad pinjam-meminjam dalam piutang dengan berdasarkan amal, karena tidak ada biaya
atau bunga yang diperlukan dalam akad ini. Tujuan sosial Qardh adalah untuk
meningkatkan reputasi lembaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam
melakukan transaksi di perbankan syariah. Rahn, juga dikenal sebagai gadai adalah hak
yang diperoleh dari pemberi pijaman atau anggota atas barang bergerak miliknya diberikan
kepada pihak yang meminjam, lembaga serta memberikan hak kepada anggota untuk
melunasi barang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan anggota dalam pengajuan dan
pencairan pembiayaan Qardh Bisyarti Rahn serta menggunakan penilaian 6C yang efektif
dalam memprediksi kemampuan bayar anggota. Dengan mengevaluasi karakter anggota,
lembaga dapat menilai integritas dan reputasi mereka, sementara analisis kemampuan
memberikan gambaran yang jelas tentang potensi pendapatan dan kemampuan finansial
anggota. Modal yang dimiliki anggota juga menjadi indikator penting, karena menunjukkan
kestabilan keuangan mereka. Penilaian terhadap agunan yang diajukan memberikan
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jaminan tambahan, sedangkan kondisi ekonomi dan sosial di lingkungan anggota membantu
memahami faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan bayar. Selain itu,
kepatuhan anggota terhadap peraturan, hukum, dan prinsip syariah memastikan bahwa
proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko hukum
atau etika. Dengan memperhatikan kepatuhan, lembaga dapat memastikan anggota
menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab serta pembiayaan yang diberikan sesuai
dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini, diharapkan
penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik pembiayaan syariah
di KSPPS BMT Lima Satu serta memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi kelayakan anggota dalam mendapatkan pembiayaan. Dengan
memahami secara lebih detail bagaimana penilaian 6C dapat digunakan untuk menilai
kemampuan dan risiko anggota, lembaga dapat meningkatkan kualitas proses seleksi dan
pengelolaan pembiayaan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan praktik pembiayaan syariah yang lebih baik dan
berkelanjutan.

Kajian Teori
Kelayakan Anggota

Analisis kelayakan anggota adalah proses yang dilakukan oleh lembaga untuk
mengevaluasi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota. Tujuan utama
dari penilaian ini adalah menilai kemampuan anggota dalam membayar dan memastikan
bahwa keuntungan atau bagi hasil sesuai dengan perjanjian awal (Amrullah & Is’adurrofiq,
2021). Dengan evaluasi yang cermat, bank syariah dapat mengurangi risiko dan
meningkatkan peluang keberhasilan usaha anggota. Sebelum memberikan pembiayaan,
bank syariah perlu melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh. Identifikasi risiko
yang mungkin terjadi, seperti perubahan kondisi bisnis anggota dan komitmen modal
yang berlebihan, sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan baik bagi bank
maupun anggota (Azzahra Yunistia, 2025).

Proses analisa kelayakan pembiayaan yang diajukan calon anggota memiliki
prosedur yang mengutamakan prinsip kemudahan, cepat, kehati-hatian dan aman. Lima
tahapan dalam proses pembiayaan meliputi permohonan pembiayaan, pengumpulan
berkas, analisa kelayakan pembiayaan, pengambilan keputusan, serta pencairan
pembiayaan (Safitri & Hendry, 2020). Kelayakan pembiayaan anggota dalam proses
pemberian pembiayaan dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan mengacu pada
prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy. Dampak
kelayakan terhadap pemberian pembiayaan adalah positif bagi lembaga karena
memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap permohonan anggota. Namun bagi
anggota, kelayakan ini dapat berdampak negatif karena proses pengambilan modal menjadi
lebih lambat akibat standar kelayakan yang diterapkan (K, 2018).

Proses penentuan kelayakan anggota layak atau tidaknya menerima dana
pembiayaan masih dilakukan dengan secara manual. Calon anggota harus mengisi formulir
pendaftaran dalam bentuk kertas, lengkap beserta dokumen persyaratan lainnya. Selain itu,
cara manual ini tidak mampu melakukan penilaian secara otomatis saat data analisa
pembiayaan dimasukkan, sehingga memperlambat dalam pengambilan keputusan oleh
bagian kepala pembiayaan dan account officer. Oleh karena itu, diperlukan sistem
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pendukung keputusan untuk mempercepat pengambilan keputusan (Monalisa & Setiawan,
2019).

Qardh Bisyarti Rahni

Qardh berasal dari kata al-qath’u yang artinya 'memotong', dalam makna yang lebih
dalam, Qardh adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Dalam
praktiknya, Qardh merupakan suatu akad sosial yang bertujuan untuk membantu individu
yang memerlukan dana tanpa menambahkan biaya tambahan. Peminjam hanya wajib
mengembalikan pokok pinjaman saja, tanpa ada tambahan yang dipaksa (Pertiwi &
Hanifuddin, 2021).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qardh adalah pemberian dana dari
lembaga keuangan syariah dengan entitas pemberi pinjaman. Peminjam wajib
mengembalikan dana secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
(Sulthonuddin, 2022). Qardh juga bukan hanya bentuk bantuan sukarela yang diberikan
lembaga keuangan syariah, selama tidak dinyatakan dalam akad. Jika peminjam tidak
mampu mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat jatuh tempo,
lembaga keuangan bisa memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus
sebagian atau seluruh utangnya. Namun, jika peminjam tidak berniat mengembalikan
utangnya karena bukan karena ketidakmampuan, lembaga keuangan bisa memberikan
sanksi, seperti penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak cukup, harta lain milik
peminjam bisa diambil untuk memenuhi utangnya.

Berdasarkan Bank Indonesia, rahn adalah akad penyerahan aset atau barang milik
anggota kepada bank sebagai jaminan untuk seluruh utang. Anggota bisa mempergunakan
barang yang digadaikan tersebut selama tidak merusak atau mengurangi nilainya (Royani et
al., 2023). Qardh Bisyarti Rahni adalah mekanisme keuangan syariah yang menggabungkan
Qardh (pinjaman tanpa bunga) dengan rahn (jaminan). Peminjam memperoleh dana untuk
kebutuhan tertentu dengan syarat memberikan aset sebagai jaminan. Konsep ini
memungkinkan individu atau usaha yang membutuhkan dana untuk mendapatkan bantuan
finansial tanpa riba, sekaligus memberikan perlindungan bagi pemberi pinjaman yang bisa
mengklaim jaminan jika peminjam gagal membayar.

Qardh bisyarti rahni merupakan inovasi dalam keuangan syariah yang
menggabungkan pinjaman tanpa bunga dengan jaminan. Hal ini memberikan perlindungan
bagi lembaga keuangan dan anggota. Proses pengajuan dana melalui Qardh Bisyarti Rahni
dimulai dengan anggota mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan syariah.
Setelahnya, lembaga akan melakukan analisis menyeluruh untuk mengevaluasi kemampuan
anggota membayar serta nilai jaminan yang diajukan. Jika semua kriteria terpenuhi, dana
akan dicairkan sesuai kesepakatan. Hal ini memastikan pembiayaan yang diberikan adalah
layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Dari tahap pengajuan permohonan hingga
pemantauan dan pengawasan, setiap langkah dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi
risiko yang mungkin muncul (Rofiqi, 2023)

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah
yang memiliki peran penting dalam memperkuat integritas perekonomian indonesia serta
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuangan. BMT memiliki dua fungsi utama,
yaitu Baitul Maal, yang mengurus dana sosial seperti zakat, infaq, dan shadagah, serta
Baitul Tamwil, yang memberikan layanan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah.
Dengan cara ini, BMT tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, tetapi
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juga memastikan nilai-nilai syariah tetap berjalan dalam sistem keuangan (Josua Adrio
Sihombing et al., 2024).

Keberadaan BMT juga berfungsi sebagai lembaga filantropi alternatif, selain sebagai
lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.
Kehadirannya diharapkan mampu menambah peran pengelolaan dana Zakat Infaq, dan
Shadagah (ZIS) yang belum terjangkau oleh lembaga zakat lainnya. Selain itu, BMT
diperkirakan mempu membantu dalam mendistribusikan bantuan yang lebih adil dan merata
kepada masyarakat (mustahiq) yang benar-benar membutuhkan. Dilihat dari prosedur
pembiayaan dan jangkauan pelayanannya, BMT juga merupakan lembaga keuangan
alternatif yang sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan modal kerja jangka
pendek yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha kecil mikro (Ramdani Harahap & Ghozali,
2020).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT), yang sering disebut sebagai lembaga keuangan
penyedia pembiayaan, mengusung prinsip 6C dalam pelaksanaan pembiayaannya. Prinsip
6C ini mencakup character (karakteristik anggota yang mengajukan pembiayaan), capacity
(kemampuan anggota dalam mengelola usaha), collateral (jaminan yang diberikan oleh
anggota), capital (besarnya kebutuhan modal usaha), condition of economy (situasi dan
kondisi ekonomi) dan compliance (kepatuhan anggota terhadap aturan usaha dan apakah
usaha tersebut memiliki potensi atau tidak (Sofyana et al., 2024).

Secara hukum dan formal, BMT (Baitul Maal wa Tamwil) adalah lembaga keuangan
mikro yang berbentuk koperasi. Sistem operasional BMT (Baitul Maal wa Tamwil) mengikuti
sistem perbankan syariah dengan prinsip utama berupa bagi hasil (Rofiqi, 2023). Secara
konseptual, meskipun BMT sekarang berbentuk badan hukum koperasi, kedua entitas
tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan. Kedua lembaga ini sama-sama menjunjung
tinggi nilai kemanusiaan dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Perbedaannya
adalah BMT memiliki jangkauan lebih luas karena masyarakat umum dapat memperoleh
bantuan pembiyaan dari BMT. Sementara itu, koperasi hanya dapat diakses oleh anggota
koperasi saja (Muhammad Najih Vargholy, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara
mendalam bagaimana KSPPS BMT Lima Satu Cabang Kedung mengkaji kelayakan
anggota dalam pembiayaan Qardh Bisyarti Rahni. Lokasi penelitian ini dipilih karena KSPPS
BMT Lima Satu Cabang Kedung adalah lembaga keuangan syariah yang menerapkan
produk pembiayaan ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam
dengan berbagai pihak, termasuk Manajer Cabang dan Marketing (Accunt Officer). Selain
itu, dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan berbagai jenis dokumen sebagai
sumber data dan informasi untuk mendukung temuan penelitian. Observasi langsung
terhadap proses pengajuan dan evaluasi pembiayaan juga dilakukan untuk mendapatkan
gambaran yang lebih komprehensif. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat
memberikan wawasan yang mendalam mengenai kelayakan anggota dan tantangan yang
dihadapi dalam proses pembiayaan Qordh Bisyarti Rahni, serta memberikan rekomendasi
yang relevan untuk perbaikan di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan
Kelayakan Anggota dalam Pengajuan dan Pencairan Pembiayaan Qardh Bisyarti
Rahni

Kelayakan anggota dalam pembiayaan merupakan aspek penting yang diperhatikan
oleh lembaga keuangan dalam melakukan praktik pemasaran, untuk mengevaluasi
permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon anggota. Penilaian kelayakan ini
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tidak hanya mencakup kemampuan finansial anggota dalam mengembalikan pinjaman,
tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan
pemberian pembiayaan. Selain itu, kelayakan anggota tidak sekedar mengacu pada jumlah
pembiayaan yang diberikan. Dengan melakukan penilaian kelayakan secara menyeluruh,
lembaga keuangan dapat meminimalkan risiko gagal bayar dan memastikan bahwa
pembiayaan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi anggota.

BMT Lima Satu memiliki visi untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang dapat
dipercaya serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui
pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Misi lembaga ini adalah memberikan
akses pembiayaan yang mudah dan cepat kepada anggota serta mendukung
pengembangan usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan. Selain itu, BMT Lima Satu tidak
hanya memperhatikan jumlah, tetapi juga aspek keberlanjutan. Dengan berpegang pada
prinsip syariah, BMT Lima Satu berkomitmen untuk membantu anggota dalam mencapai
tujuan keuangan secara adil dan transparan. Peran anggota dalam proses pengajuan
pembiayaan sangat penting, karena mereka bertanggung jawab dalam penggunaan dana
serta memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai usaha yang mereka jalani.
Keterlibatan anggota dalam proses ini tidak hanya memudahkan BMT dalam menilai
kelayakan usaha, tetapi juga membantu membangun rasa tanggung jawab anggota
terhadap penggunaan dana yang diberikan.

Dalam mengevaluasi kelayakan anggota untuk mendapatkan pembiayaan Qardh
Bisyarti Rahn di BMT Lima Satu, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan.
Pertama, kemampuan anggota dalam mengelola dan mengembalikan dana. Pengelola akan
memeriksa sumber penghasilan atau usaha yang dimiliki anggota. Kedua, tujuan
penggunaan dana juga diperhatikan. Pengelola bertanya dan memverifikasi apakah sesuai
dengan prinsip pembiayaan serta bermanfaat bagi anggota. Ketiga, riwayat anggota dalam
memenuhi kewajiban keuangan sebelumnya. Pengelola mengecek catatan pembayaran
anggota di BMT, seperti apakah pernah terlambat atau bermasalah dalam pembayaran.
Keempat, kondisi sosial dan ekonomi anggota dievaluasi secara menyeluruh. mencakup
apakah anggota benar-benar membutuhkan bantuan dan mampu memanfaatkan dana
dengan efektif. Kelima, pengelola BMT Lima Satu akan menilai kualitas dan nilai jaminan
yang diberikan oleh anggota. Jaminan ini bisa berupa barang berharga atau dokumen
berharga lainnya dan akan diperiksa keaslian, kondisi dan nilai pasar barang tersebut
melalui appraisal atau notaris, agar sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fatmawati Sagita, selaku Manajer di KSPPS
BMT Lima Satu Cabang Kedung, setiap calon anggota yang mengajukan pembiayaan harus
melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga. Prosedur ini bertujuan
untuk mempermudah lembaga dalam menganalisis kelayakan permohonan pembiayaan.
Adapun proses pengajuan pembiayaan meliputi:

a. Calon anggota mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT dengan datang
langsung ke kantor BMT Lima Satu atau melalui customer service atau marketing
b. Customer service akan membantu calon anggota untuk melengkapi formulir
permohonan pembiayaan dan menyelesaikan persyaratan administrasi berupa:
1. FC KTP suami-istri (jika telah menikah)
2. FC Kartu Keluarga (KK)
3. Jaminan berupa BPKB dan STNK kendaraan atau sertifikat tanah
c. Pengumpulan dan verifikasi, Bmt Lima Satu memeriksa dokumen yang diajukan oleh
calon anggota, serta melakukan evaluasi awal kelayakan dengan menggunakan
sistem BMT Checking untuk menilai pembiayaan calon anggota. Proses ini bertujuan
untuk melihat riwayat pembiayaan anggota sebelumnya, sehingga BMT Lima Satu
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dapat memutuskan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak. Jika riwayat
pembiayaan calon anggota baik, maka biasanya akan mendapatkan persetujuan.
Namun, jika anggota mempunyai riwayat pembiayaan buruk, maka pengajuan akan
ditolak.

d. Survei lapangan dan analisa pembiayaan. Pihak BMT Lima Satu atau marketing
(AO) melakukan penilaian kelayakan anggota dengan cara mewawancarai anggota
secara langsung dan mengunjungi lokasi atau tempat tinggalnya untuk memperoleh
informasi penting. Selain itu, pihak BMT Lima Satu akan mengevaluasi data
pembiayaan guna menghasilkan laporan analisis dan rekomendasi pembiayaan.
Proses pengambilan keputusan, baik persetujuan maupun ditolak, biasanya
memakan waktu sekitar 2-3 hari kerja.

e. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa calon anggota belum memenuhi syarat,
BMT Lima Satu akan menyampaikan penolakan secara tidak langsung kepada calon
anggota.

f. Jika permohonan diterima, pihak BMT Lima Satu memberitahukan kepada calon
anggota bahwa permohonan pembiayaan disetujui, informasi yang diberikan
mencakup syarat, keuntungan dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemberitahuan
ini bisa dilakukan melalui telepon atau kunjungan langsung oleh marketing yang
telah ditugaskan.

g. Setelah itu, dilakukan proses akad pembiayaan antara BMT Lima Satu dan calon
anggota, selanjutnya, calon anggota melakukan pembayaran biaya administrasi
dibagian teller.

Calon anggota waijib mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan oleh BMT Lima
Satu. Namun dalam praktiknya, lembaga ini sering menghadapi calon anggota yang tidak
lengkap dalam menyertakan dokumen pendukung saat mengajukan pembiayaan. Selain itu,
ada juga anggota dengan hasil pengecekan sistem BMT Checking yang buruk. Akibatnya,
banyak anggota yang kesulitan menghadapi kerumitan dan kelambatan. Hal ini, disebabkan
oleh proses evaluasi pembiayaan yang tidak berjalan secara optimal. Apabila, prosedurnya
lebih ringkas, hal ini cenderung menyebabkan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
Oleh karena itu, BMT Lima Satu memastikan setiap prosedur yang dijalankan sesuai
dengan ketentuan, dengan memeriksa secara rinci dokumen yang diajukan calon anggota
serta mencari tahu informasi tambahan yang lebih mendalam. Langkah ini penting untuk
meminimalkan risiko sekaligus menjamin kemampuan anggota dalam mengembalikan
pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan Qardh Bisyarti Rahn di BMT Lima Satu dirancang untuk membantu anggota
yang mempunyai usaha tapi sedang kesulitan modal dengan memberikan pinjaman tanpa
riba dan jaminan barang berharga. Dampak dari pembiayaan Qardh Bisyarti Rahni terhadap
usaha anggota adalah agar usaha anggota bisa tumbuh dan menjadi lebih baik. Dengan
pembiayaan yang diberikan, anggota dapat menambah modal untuk membeli bahan baku,
memperbaiki alat produksi, atau mengembangkan usahanya sehingga hasil yang diperoleh
meningkat. Selain itu, pembiayaan ini membantu anggota mengatasi masalah keuangan
sementara tanpa harus terbebani riba, sehingga anggota bisa fokus mengembangkan usaha
dengan mendapatkan penghasilan lebih besar dan mampu membayar kembali pembiayaan
tepat waktu.

Kemampuan Bayar Anggota dalam Pembiayaan Qardh Bisyarti Rahni Berdasarkan
Prinsip 6C

Dalam konteks pembiayaan syariah, kemampuan bayar merujuk pada kapasitas
seorang anggota untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang
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telah ditentukan. kapasitas anggota dalam mengelola usaha dan potensi pendapatan juga
diperhatikan. Modal yang dimiliki anggota, jaminan yang dapat diberikan, serta kondisi
usaha yang dijalankan juga menjadi pertimbangan dalam proses penilaian. Tujuan dari hal
ini adalah memastikan bahwa anggota yang menerima pembiayaan memiliki sumber daya
yang cukup untuk mengembalikan pinjaman tanpa mengalami kesulitan finansial. Proses ini
tidak hanya melindungi lembaga keuangan dari risiko gagal bayar, tetapi juga membantu
anggota untuk menghindari beban utang yang berlebihan.

Untuk menilai kemampuan bayar anggota, lembaga keuangan syariah menggunakan
prinsip 6C dalam menilai kelayakan anggota sebagai peminjam. Berikut penjelasan tentang
kemampuan bayar anggota dalam prinsip 6C:

1. Character (Karakter)
Mewakili sifat dan kepribadian calon anggota. Lembaga perlu melakukan
analisis terhadap karakter calon anggota guna memahami keinginan calon
anggota untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan. Analisis
karakter calon anggota dapat dilakukan melalui melalui BMT Checking dan
SIMKO Center untuk mengumpulkan data calon anggota secara digital,
sehingga mempermudah pihak BMT mengetahui apakah calon anggota
pernah mengambil pinjaman di BMT lain sebelumnya, dengan pengecekan ini
akan mengetahui apakah anggota pernah telat bayar atau tidak di BMT
lainnya. Selain itu, dilihat oleh account officer dengan melakukan survei di
daerah tempat tinggal anggota dengan mewawancarai orang tua, saudara
kandung atau menanyakan tentang watak calon anggota kepada tetangga
atau kerabatnya.

2. Capacity (Kemampuan)
Kemampuan ini dalam penilaian pembiayaan mengukur seberapa mampu
calon anggota untuk membayar kembali pinjaman berdasarkan penghasilan
dan pengeluaran yang dimiliki supaya angsuran tidak memberatkan, sesuai
dengan jangka waktu yang telah disepakati. Tujuannya adalah memastikan
bahwa pembiayaan tidak memberatkan anggota, sehingga bisa membayar
kembali tanpa kesulitan dan BMT terhindar dari risiko gagal bayar. Penilaian
dilakukan oleh marketing (AO) dengan menganalisis mengenai pendapatan
tetap (gaji atau untung harian), pengeluaran rutin (biaya hidup keluarga,
sekolah anak atau tagihan listrik) serta menanyakan usaha anggota apakah
ada usaha lain selain dari usaha utama. Selain itu, pihak BMT Lima Satu juga
melihat perkembangan usaha anggota, apakah wusahanya semakin
berkembang atau justru biasa saja. Jika dihitung penghasilan bersih cukup
untuk menutup angsuran, misalnya minimal 30-40% dari total bersih, maka
capacity dianggap baik.

3. Capital (Modal)
Capital atau modal yang dimiliki anggota sebagai cadangan keuangan atau
aset yang digunakan untuk menghadapi risiko tak terduga, seperti penurunan
penjualan atau keluarnya biaya mendadak. Di BMT Lima Satu, ini dinilai
untuk melihat kestabilan finansial anggota secara keseluruhan agar
pembiayaan tetap aman meski ada guncangan. Pihak marketing (AO) menilai
dengan melihat apakah calon anggota mempunyai tabungan atau aset lain,
berupa motor, mobil yang dapat digunakan jika terjadi kesulitan keuangan
untuk menghadapi risiko dan tetap mampu membayar angsuran. Dengan
memiliki modal yang kuat menandakan anggota mempunyai plan B untuk
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membayar angsuran dan tidak akan gagal bayar, sehingga BMT Lima Satu
lebih percaya diri memberikan pembiayaan yang lebih besar.

4. Collateral (Agunan)
Agunan atau collateral adalah jaminan berupa aset yang diberikan calon
anggota untuk pembiayaan, yang berfungsi sebagai motivasi kuat agar
mereka bayar tepat waktu, karena nilai agunan biasanya lebih tinggi dari
jumlah yang dipinjam. Di BMT Lima Satu, ini penting untuk lindungi lembaga
dari risiko gagal bayar. Marketing (AO) menilai agunan dengan memverifikasi
keaslian dan nilai aset, seperti emas, sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau
barang berharga lainnya, melalui appraisal independen atau notaris. Agunan
harus setara atau melebihi jumlah pembiayaan dan jika anggota gagal bayar,
aset tersebut bisa dilelang untuk melunasi utang tanpa menimbulkan
kerugian besar bagi BMT Lima Satu.

5. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)
Kondisi ekonomi merujuk pada faktor yang mempengaruhi kemampuan
anggota untuk membayar pinjaman, seperti situasi pasar, cuaca, tren atau
kondisi ekonomi nasional. Dalam hal ini, BMT Lima Satu akan menganalisis
kondisi ekonomi calon anggota untuk memperkirakan risiko sehingga
pembiayaan tetap aman dan anggota tidak terbebani, sehingga kedua belah
pihak mendapatkan manfaat. Jika calon anggota mengajukan pembiayaan
untuk usaha, marketing (AO) akan menilai kondisi ekonomi melalui survei
termasuk apakah usahanya bersifat musiman atau stabil, serta faktor seperti
inflasi harga bahan baku, persaingan atau bencana alam. Jika kondisi
ekonomi anggota tergolong buruk, BMT Lima Satu dapat menyesuaikan
jumlah pembiayaan atau angsuran agar lebih fleksibel.

6. Compliance (Kepatuhan)
Dalam pembiayaan syariah, kepatuhan menunjukkan sejauh mana anggota
mematuhi aturan dan perjanjian pembiayaan yang berlaku di BMT Lima Satu,
termasuk disiplin dalam pembayaran dan mengikuti prosedur yang telah
ditetapkan oleh lembaga maupun regulasi yang berlaku tanpa menyebabkan
masalah keuangan. Kepatuhan juga mencakup penerapan prinsip syariah,
seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Hal
ini bertujuan agar anggota tidak mengalami kesulitan dalam melunasi
pinjaman atau kewajiban lainnya, sehingga BMT Lima Satu dapat beroperasi
dengan lancar dan aman. Sementara bagi pengelola BMT Lima Satu,
kepatuhan diwujudkan melalui penerapan standar operasional yang ketat,
pelaksanaan audit internal secara rutin, serta memastikan seluruh proses
pembiayaan berjalan sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-
undangan untuk menjaga kepercayaan anggota, kelancaran operasional, dan
keberlanjutan lembaga.

Untuk memastikan setiap transaksi tidak hanya memenuhi aspek finansial, tetapi
juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mementingkan keadilan dan transparansi,
maka diperlukan evaluasi yang cermat. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan
menggunakan penilaian 6C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition dan
Compliance. Penilaian ini membantu memahami lebih jauh mengenai risiko serta
kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman. Dengan memahami kedua aspek ini,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan
model pembiayaan yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam pembiayaan
syariah, penting bagi lembaga keuangan untuk menilai kelayakan anggota melalui proses
evaluasi. Proses ini bisa membantu mengurangi risiko pembiayaan macet dan
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meningkatkan kualitas pembiayaan yang diberikan, sehingga lembaga dapat membuat
keputusan yang lebih informasional dan akurat dalam memberikan pembiayaan, serta
meminimalkan risiko kerugian.

Apabila anggota yang menerima pembiayaan Qardh Bisyarti Rahn tidak dapat
melakukan pembayaran dengan tepat waktu, pengelola tidak langsung marah atau ambil
jaminan secara kasar, melainkan langsung evaluasi terhadap penggunaan dana akan lebih
fokus untuk mencari tahu penyebab keterlambatan tersebut. Pihak BMT Lima Satu akan
mencoba menghubungi anggota untuk memahami kendala yang dihadapi, karena masalah
usaha, kondisi ekonomi atau hal lain. Selain itu, pengelola juga akan meninjau kembali
laporan penggunaan dana dan melakukan kunjungan langsung jika perlu agar lebih jelas,
untuk memberikan solusi seperti memberikan keringanan waktu pembayaran,
pendampingan agar anggota bisa mengelola dana dengan lebih baik, atau langkah lain yang
membantu anggota agar bisa memenuhi kewajibannya tanpa merasa tertekan.

BMT Lima Satu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pembiayaan syariah
dengan menerapkan prosedur yang ketat dan melakukan pemantauan secara berkala.
Setiap pengajuan pembiayaan akan melewati proses verifikasi yang mendalam untuk
memastikan bahwa semua prinsip syariah terpenuhi. Meningkatkan kepatuhan terhadap
syariah di lembaga keuangan mikro syariah bisa membuat masyarakat lebih paham dan
sadar terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga bisa meningkatkan infrastruktur dan
sistem yang efektif, membentuk budaya kepatuhan yang kuat, serta menjaga hubungan
yang baik dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Lembaga keuangan mikro syariah
harus memastikan semua produk dan layanannya sesuai dengan prinsip syariah yang
ketat. Prinsip-prinsip ini melarang riba, gharar, maysir, serta mewajibkan transaksi yang
adil dan transparan. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah cenderung tumbuh
secara stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Elda Unike Atmajaya et al., 2024).
BMT juga melakukan pengecekan rutin terhadap penggunaan dana anggota untuk
memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Pembiayaan
Qardh Bisyarti Rahn memiliki dampak besar terhadap usaha anggota. Dengan adanya
pembiayaan ini, anggota bisa mengembangkan usaha, meningkatkan hasil usaha, dan
meningkatkan kesejahteraan keluarga. BMT Lima Satu juga menilai kemampuan anggota
dalam mengembalikan pembiayaan dengan melihat riwayat pembayaran, pendapatan
usaha, dan kondisi keuangan anggota.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kelayakan anggota dalam pembiayaan Qardh Bisyarti Rahni di
KSPPS-BMT Lima Satu Cabang Kedung, dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi
menyeluruh terhadap pengajuan dan pencairan pembiayaan menggunakan prinsip 6C yaitu
Character (karakter), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (agunan), Condition
of Economy (kondisi ekonomi), dan Compliance (kepatuhan). Prinsip ini membantu
memprediksi kemampuan anggota untuk membayar kembali dan mengurangi risiko gagal
bayar. Prinsip ini tidak hanya menilai aspek finansial dan jaminan, tetapi juga
mempertimbangkan integritas moral, kepatuhan terhadap peraturan syariah, dan faktor
eksternal seperti kondisi ekonomi, untuk memastikan pembiayaan berjalan adil, transparan,
dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang melarang riba, gharar, serta maysir. Prosedur
pengajuan dan pencairan yang terstruktur, mulai dari verifikasi dokumen hingga survei
lapangan.

Selain itu, menangani keterlambatan pembayaran dengan empati seperti evaluasi
penyebab, keringanan waktu, dan memperkuat kepercayaan anggota, membantu menjaga
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keberlanjutan program. Secara keseluruhan, penerapan model ini tidak hanya melindungi
dana masyarakat di BMT Lima Satu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi
syariah yang inklusif, mendorong kemandirian masyarakat, dan menjadi teladan bagi
lembaga keuangan mikro lainnya. Penelitian di masa mendatang harus mengembangkan
metode penilaian yang melampaui data finansial, dengan mempertimbangkan karakter
anggota dan kepatuhan secara mendalam. Selain itu, analisis lebih rinci mengenai kondisi
ekonomi makro dan mikro akan membantu memahami lebih baik dampak lingkungan
ekonomi terhadap kemampuan bayar anggota. Ini akan memberikan gambaran yang lebih
akurat untuk membuat keputusan pembiayaan yang lebih baik dan meminimalkan risiko
gagal bayar di masa mendatang.
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